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MOTTO 
 

Hidup itu sebuah perjalanan bukan perbandingan, maka janganlah 

bandingkan prosesmu dengan orang lain karena kita berdiri di bumi yang 

sama tetapi dengan takdir yang berbeda. 

 

Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu adalah unik dan 

memiliki bakat yang berbeda-beda yang dapat memberikan nilai tambah 

dalam hidupmu.
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ABSTRAK 

Haikal (2023):  Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 

2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah 

Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari berkembangnya 

usaha/bisnis di kabupaten Kampar diharapkan dapat menjadi potensi peningkatan 

dalam penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh pajak 

restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di kabupaten Kampar terutama 

dilokasi penelitian yakni kecamatan Bangkinang Kota. Dalam penulisan skripsi 

ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Pelaksanaan Perda 

Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bangkinang Kota, Hambatan dalam 

Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Restoran dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Perda Kabupaten 

Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kecamatan Bangkinang Kota. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan 

(field research). Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Bapenda beserta 

masyarakat yang terlibat (pemilik restoran). Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian adalah Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari 

Perspektif Fiqih Siyasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan motode analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, masih ada rumah makan di 

kecamatan Bangkinang Kota yang melanggar perda tentang pajak restoran, 

disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab hambatan dalam 

dalam menjalankan peraturan daerah tentang pajak restoran adalah rendahnya 

kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sdm dan sarana 

prasana.  Tinjauan dari Fiqh Siyasah ada pelaksanaan yang masih tidak sesuai 

dengan kaidah-kaidah fiqh siyasah terutama dalam prinsip kemaslahatan sebab 

seluruh kegiatan ekonomi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan 

lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang 

akan datang. 

Kata Kunci: Pajak Restoran, PAD, Fiqh Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam perjalanan dan perkembangannya 

telah menghasilkan pemerintahan dan pembangunan yang pesat dalam kehidupan 

nasional untuk berbangsa dan bernegara. 

Pelaksanaan otonomi daerah terjadi melalui serangkayan proses dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Seiring dengan perubahan undang-

undang dasar negara indonesia tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan yang cukup mendasar. Otonomi daerah memberikan 

keluasan kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya 

sendiri secara demokratis dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Retribusi 

daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayayai 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
1
 

Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 

1 Januari 2001, menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber 

penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif 

penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan juga 

Undang-undang tentang Pertimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan 

                                                             
1
 Leonila dkk, “Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Taman Rekreasi dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2 

(2013), hlm. 15 
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pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. 

Pemerintah daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang berasal dari 

penerimaan APBD di setiap daerah. Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya di singkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Perda.
2
 Pemberian kewenangan kepada daerah untuk 

memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai 

jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai 

sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di daerah.
3
 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi derah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang 

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan hasil pendapatan 

yang diterima daerah sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh daerah. 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan lagi untuk 

memaksimalkan pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah. Salah satu 

sumber penghasilan dari pendapatan asli daerah ini bersumber dari pajak daerah. 

                                                             
2
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, “Pemerintahan Daerah”, hlm. 5 

3
 Wenny Novisya Rahmi, . 2020. “Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak 

Hiburan Biokop di Kota Pekanbaru”, Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
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Menurut Ahmat Yani, “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang 

peribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah”.
4
 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 

tahun 2000 pajak daerah dimasukkan sebagaimana dibawah ini
5
: 

a. Pajak Provinsi, yaitu: 

1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 

2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dari permukaan. 

b. Pajak Kabupaten/Kota, yaitu: 

1) Pajak hotel 

2) Pajak restoran 

3) Pajak hiburan 

4) Pajak reklame 

5) Pajak penerangan jalan 

6) Pajak pengambilan bahan galian dolongan c 

7) Pajak parkir. 

                                                             
4
 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 52-53 
5
 Mardiasno, Perpajakan, Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), hlm. 21 
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Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang 

memiliki potensi wisata yang cukup potensial untuk di kembangkan sehingga 

sektor perdagangan dan penyediakan jasa merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Seiring 

berkembangnya pariwisata di kabupaten Kampar menjadikan restoran yang ada di 

satu sektor yang memilki potensi besar dalam menyumbang pendapatan asli 

daerah kabupetan Kampar.  

Pesatnya jumlah restoran akan mempengaruh pada peningkatan realisasi 

pajak restoran dari tahun ke tahun dapat di simpulkan bahwa kabupaten Kampar 

memilki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal jika 

mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Sejak diterbitnya peraturan 

daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak restoran, hal tersebut merupakan 

upaya pemerintah kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah 

kabupaten Kampar untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan pajak 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Pajak restoran merupakan 

iuran atau pungutan yang wajib di bayar atas pelayanan yang diberikan restoran 

dengan membayar yang sifatnya dapat di paksakan oleh pemerintah dengan 

ketentuan yang berlaku sebesar 10% dan nilai jual objek pajak yang diharapkan 

dengan menunjang pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteran 

masyarakat sehingga pembangunan yang di citacitakan itu tercapai dengan baik. 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah 

yang terbagi kedalam dua jenis pajak, yaitu dari pajak provinsi dan pajak 

kabupaten atau kota. Pajak kabupaten atau kota memiliki 10 jenis pajak dan salah 
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satunya ialah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
6
 Bangkinang 

merupakan kota yang memiliki banyak sekali wisata kuliner yang menarik dan 

beraneka ragam jenis yang ada. Pajak restoran merupakan salah satu potensi 

daerah yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan pertumbuhannya.  

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam 

perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan 

Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per 

kapita yang lebih baik. Pendapatan Asli Daerah pada umumnya disebabkan oleh 

banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungaan dana dari 

pemerintahan pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam 

mengelola Pendapatan Asli Daerah, kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah, 

lemahnya administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur dan lain-lain.
7
 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang 

pemerintaahan Daerah menyebutkaan bahwa sumber asli daerah itu berupa: 

1. Hasil pajak daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 

                                                             
6
 Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah.” 
7
 Khorul Abidin, “Efektifitas dan Kontribusi Pemerintah Penerimaan Pajak Hotel dan 

Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”, JOM Fekon, Vol. 4, No. 1, 

2017, hlm. 548 
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4. Lain-lain PAD yang sah.
8
 

Dalam Islam sistem perpajakan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah 

SAW saat Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara 

diperoleh dari lima sumber, yaitu rampasan perang (Ghanimah), harta kekaayaan 

yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (Fa’i), zakat, pajak tanah 

(Al-Kharaj), dan pajak kepala.
9
 

Istilah Kharaj dipopulerkan oleh Umar bin Khattab RA, dikarenakan pada 

saat itu sudah diatur secara sistematis dan teratur. Khalifah Umar bin Khattab RA 

mengatur administrasi kharaj dengan mendirikan diwan Al-Kharaj. Hal ini 

dikarenakan banyak wilayah yang ditaklukkan. Umar memperlakukan tanah 

tersebut sebagai fa’I kharaj. Pada masa Umar pungutan pajak kharaj pada setiap 

lahan pertanian tidaklah sama, karena jumlah pajak pertanian ditentukan oleh 

kualitas tanah dan kemampuan membayar pajak. Tapi Umar memungut pajak 

kharaj tersebut berdasarkan pada tingkatan kesuburan tanah, lokasi, lingkungan, 

tempat dan posisi tanah.
10

 Dalam al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 195 disebutkan 

sebagai berikut: 

َ يُحِبُّ ٱلۡمُ   إِنه ٱللَّه
هۡلكَُةِ وَأَحۡسِنُوٓاْْۚ ِ وَلََ تُلۡقُواْ بِأيَۡدِيكُمۡ إلَِى ٱلته  حۡسِنِينَ  وَأنَفِقوُاْ فيِ سَبِيلِ ٱللَّه

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

                                                             
8
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

9
 Lidya De Vega, 2020 “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 

Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Siyasah” Tugas Akhir, 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaasim 
10

 Muhammad Riza, Maqasid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar 

Bin Khattab RA, J-Ebis, Vol. 2, No. 2, hlm3  
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berbuat bauklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik.
11

 

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring 

dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dalam kebijakan 

pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya adalah pajak restoran. 

Menurut Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 angka 13, Pajak 

Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran dan 

saat ini pemerintah juga mulai melirik sektor swasta tersebut (pajak restoran) yang 

diperkirakan memiliki potensi yang besar dalam memeberikan kontribusi bagi 

pendapatan daerah Kabupaten Kampar.
12

 

Melihat usaha kuliner di kabupaten Kampar semakin hari semakin 

diminati dengan banyaknya masyarakat lokal maupun masyarakat luar yang 

gemar memburu beberapa aneka menu makanan baik makanan tradisional, 

naisonal maupun internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin 

banyaknya usaha kuliner tersebut dari waktu kewaktu. Dengan berkembangnya 

usaha/bisnis  di kabupaten Kampar diharapkan dapat menjadi potensi peningkatan 

efektivitas dalam penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh 

restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Kampar. Jika 

pemungutan pajak restoran dapat dimaksimalkan untuk semua lokasi tersebut 

maka dapat membantu meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah melalui 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Kampar tepatnya di kecamatan 

Bangkinang Kota. 

                                                             
11

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Relaas Grafika) 
12 Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 angka 13 
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Restoran itu sendiri mempunyai peranan yang sangat bagus dalam 

pendapatan di Kabupaten Kampar tepatnya di Kecamatan Bangkinang Kota. 

Mengingat pentingnya Pajak Restoran bagi kelangsungan dan kelancaran 

pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Oleh 

karena itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan penghitungan 

dan pelaporan perpajakannya kepada Dinas Pendapatan Daerah yang memberi 

kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban 

pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan sebuah penulisan yang dituangkan dalam sebuah bentuk karya 

tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perda Kabupaten 

Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.” 

B. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka 

penulis perlu membatasi permasalahan mengenai Pelaksanaan Perda Kabupaten 

Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah beserta Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perda Tersebut dan Pelaksanaan 

Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau 

Dari Perspektif Fiqih Siyasah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diungkapkan dalam latar 

belakang, maka rumusan masalah yang diteliti adalah: 
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1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan 

Bangkinang Kota? 

2. Bagaimana Hambatan dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 

Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Bangkinang Kota? 

3. Bagaimana Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari 

Perspektif Fiqih Siyasah? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 

2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kecamatan Bangkinang Kota.  

b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten 

Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan 

Bangkinang Kota. 

c. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 

2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau 

Dari Perspektif Fiqih Siyasah. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman ilmiah dan pengetahuan tentang mekanisme penerimaan pajak 
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restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan tinjauan 

fiqh siyasah terhadap penerapan peraturan tersebut. 

b.  Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum  

pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku 

panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, penulis membagi 

menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar 

mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS) 

   Dalam bab ini merupakan uraian segi teori dari penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi 

penelitian, informan penelitian, subjek dan objek penelitian, 

teknik pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan Bagaimana Pelaksanaan Perda Kabupaten 

Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap 



11 
 

 

Pendapatan Asli Daerah, Bagaimana Hambatan dalam 

Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Bangkinang Kota dan 

tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Perda Kabupaten 

Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran terhap penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Teori 

1. Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah 

kontribusi Wajib Pajak kepada Negara terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat 

dipaksakan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.
13

 

Pengertian pajak menurut Nj. Peldman dalam buku De Over 

Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): pajak adalah prestasi yang di 

paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma 

yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di 

tunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. 

Menurut S.I Djajadiningrat pajak adalah suatu kewajiban menyerahan 

sebagain dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, 

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

                                                             
13

 Mardiasmo, Perpajakan, (Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi. Muljono, 

Djoko, 2010), hlm. 22-23 
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dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbela balik dari Negara secara langsung 

untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
14

 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 butir 1 “pajaka adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”.
15

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan karakteristik 

pajak sebagai berikut: 

1. Iuran atau pemungutan 

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang 

3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah 

4. Pajak digunakan untuk keperluan Negara. 

Yang dimaksud dengan pajak adalah suatu pemindahan harta atau hak 

milik kepada pemerintah dan atau di gunakan oleh pemerintah dalam hal 

untuk pembiayaan pembelanjaan negara yang berdasarkan peraturan yang 

berlaku sehingga dapat bersifat paksa dan tanpa timbl balik secara langsung. 

Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam proses penunjang pembiayaan 

                                                             
14

 Melinda Wiguna, Perpajakan Di Indonesia, (Pekanbaru, 2017), hlm. 1 
15

 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

No 6 Tahun 1983 tentang KUP Pasal 1 butir 1 
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pembangunan dalam suatu daerah. Untuk itu, perlukiranya harus terdapat 

penyamaan pandangan dalam mengartikan pajak. 

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke 

kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 

jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan secara umum.
16

 

2. Fungsi dan Jenis Pajak 

Fungsi pajak dapat dibagi menjadi dua macam fungsi dalam 

pembagiannya, antara lain sebagai berikut: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : 

dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: ditekannya pajak yang 

lebih tinggi terhadapp minuman keras, dapat ditekan. Demikian pulaa 

terhadap barang mewah.
17

 

                                                             
16

 Siti Resmi, Perpajakan, Teori dan Kasus, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 

15 
17

 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 10, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 6 
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Sedangkan jenis-jenis pajak juga dibagi beberapa macam golongan 

bagiannya, antara lain pembagiannya adalah sebagai berikut:
18

 

1. Menurut golongannya 

a) Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara priodik 

menurut kohir (nomor pajak) dan surat ketetapan pajak, dimana 

pembebanan pajak tidak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak 

lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. 

Contohnya pajak penghasilan. pajak bumi dan bangunan. bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air, pajak penerangan jalan dan sebagiannya. 

b) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara incidental 

(pada saat terjadinya peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh 

undang-undang) tanpa berkohir dan tanpa surat ketetapan pajak, 

dimana pembebanan pajak dapat dilimpahkan/dialihkan wajib pajak 

kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambangan nilai (PPN), pajak 

penjualan barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak hotel, pajak 

restoran, dan sebagainya. 
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 Siahan, Marihot Pahala, Hukum Pajak Elementer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

hlm. 137-145 
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2. Menurut Sifatnya 

a) Pajak Subjektif (perorangan) 

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal 

pada diri orang yang menjadi tujuan dikenakannya pajak (subjek pajak 

yang kemudian menjadi wajib pajak), dimana keadaan diri wajib pajak 

dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. 

Contohnya Pajak Penghaasilan (PPh). 

b) Pajak Objektif (pajak kebendaan) 

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau mendasarkan 

pada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan diri wajib 

pajak. Contohnya PPN, PPnBM, dan PPB. 

3. Menurut Lambaga Pemungutannya 

a) Pajak pusat, ialah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui 

undang-undang, dimana wewenang pemungutannya ada pada 

pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak ini 

dilaksanakan oleh Kementrian Keuangan dan hasilnya digunakan 

untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh pajak 

pusat: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang 

dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBm), Pajak 

Bumi dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan 

Cukai. 
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b) Pajak daerah, ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk mebiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. 

4. Menurut dari Tarif Pajak yang Dikenakan  

a) Pajak Tetap, ialah pajak yang dikenakan dengan yang sama atau tetap 

tanpa melihat berapapun dasar pengenaan pajak. Contoh: Bea Materai. 

b) Pajak Proporsional, ialah pajak yang dikenakan dengan tarif pajak 

yang tetap atau tarif pengenaan yang tidak berubah. Contoh: PPN, 

PBB, dan BPHTB. 

c) Pajak Progesif, ialah pajak yang dikenakan dengan presentase tarif 

yang semakin tingginya kemampuan membayar pajak (taxable 

capacity) dari wajib pajak. Contohnya: PPH wajib pajak orang pribadi. 

d) Pajak Degresif, ialah pajak yang dikenakan dengan presentase tarif 

yang semakin rendah dengan semakin tingginya dasar pengenaan pajak 

yang harus dibayar oleh wajib pajak (semakin tingginya kemampuan 

membayar pajak (taxable capacity) dari wajib pajak). Dengan ini di 

Indonesia tidak ada pajak yang di pungut dengan tarif degresif, 

sehingga tidak ada jenis pajak yang termasuk pajak degresif di 

Indonesia. 

3. Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
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1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Adil dalam pandangan hukum, artinya menegakkan pajak secara 

umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi 

wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran 

dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. 

2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 

Di Indonesia, pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yang 

tertulis: “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-

Undang yang mengatur tentang PPB P2 adalah Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009. 

3. Pemungutan tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 

produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih 

rendah hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 

Sistem pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
19
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2. Pengertian Restoran 

Rumah makan atau restoran adalah istilah umum untuk menyebut 

usaha yang menyajikan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk 

menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tertentu untuk makanan dan 

pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di 

tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining 

dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada 

konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis 

makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan chinese 

food, rumah makan padang dan sebagainya. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Restoran 

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata 

dan bertanggungjawab di Kabupaten Kampar, perlu dilakukan penyesuaian 

dan pengaturan kembali Pajak-Pajak Daerah sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. Bahwa dengan telah ditetapkannya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar yang sesuai dengan maksud Undang-Undang tersebut. 

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu 

menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pajak 

Restoran.
20
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Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan 

Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki 

pendapatan per kapita yang lebih baik. Apabila suatu daerah Pendapatan Asli 

Daerahnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat 

pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Namun apabila masih 

belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah pada umumnya disebabkan 

oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari 

pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam 

mengelola Pendapatan Asli Daerah, kepatuhan wajib pajak yang relative 

rendah, lemahnya administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur dan 

lain-lain.
21

 

Pada Peraturan Daerah ini terdiri dari XVII (Tujuh Belas) Bab dan 34 

Pasal. Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 3 Tahun 2011 adalah:  

a. Ketentuan Umum Pajak Restoran  

b. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak   

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak 

d. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Perhitungan dan Saat Pajak 

Terutang  

                                                             
21 KhoirulAbidin,”Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak 

Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”, JOM Fekon, Vol.4 No 1, 2017, 

Hal 548 
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e. Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Penetapan Pajak  

f. Tata Cara Pembayaran  

g. Tata Cara Penagihan Pajak  

h. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan 

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi 

i. Keberatan dan Banding 

j. Kedaluwarsa dan Penagihan 

k. Pengawasan 

l. Ketentuan Pemeriksaan  

m. Insentif Pemungutan  

n. Penyidikan  

o. Sanksi Administrasi 

p. Ketentuan Pidana  

q. Ketentuan Penutup 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang 

tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

keuangan Negara, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
22

 Pedapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan 

asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak 
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daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan , dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
23

 

Menurut Fauzi dan Iskandar Pendapatan Asli Daerah adalah segenap 

pemasukan atau penerimaan yang masuk dalam kas daerah, diperoleh dari 

sumber-sumber dalam wilayah sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan 

daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat 

dipungut seintensif mungkin.
24

 

Menurut Halim Pendapatan Asli Daerah adalah “semua penerimaan 

daerah dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan di 

pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan 

Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang 

bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.
25

 

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah bagi suatu daerah sangat 

tergantung pada dua instrument umumnya, yaitu pada pajak dan retribusi 

daerah yang sangat tergantung kepada perkemabangan perekonomian di 

daerah bersangkutan. Pada dasarnya Pendapan Asli Daerah dapat dianggap 
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sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegiatan 

pembangunan. Dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daaerah suatu daerah 

maka semakin besar kemandirian daerah tersebut, sebalinya semakin 

rendahnya Pendapatan Asli Daerah maka semakin tidak mandirinya daerah 

bersangkutan dalam membiayai pembangunannya. Kecilnya peran Pendapatan 

Asli Daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah mencerminkan 

lambannya perkembangan lapangan usaha di daerah yang potensial memberi 

kontribusi dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pada umumnya hanya 

daerah-daerah tertentu yang berbasis industry, jasa, dan perdangan yang 

mampu mengumpulkan Pendapatan Asli Daaerah dalam jumlah besar, 

sementara daerah lainnya yang berbasis pertanian memiliki perolehan 

Pendapan Asli Daerah.
26

 

5. Pajak dalam Islam 

a. Pengertian Pajak Dalam Islam 

Pajak menurut Syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa 

arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, 

menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. 

Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam pemungutannya memang 

mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk 

menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas 

dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah. Jadi, 
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dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain 

jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan 

dharibah.
27

 

Ada tiga ulama yang memberikan defenisi tentang pajak, yaitu: 

1. Yusuf Qardhawi berpendapat: 

“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, 

yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, 

tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak 

dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, 

politik dan tujuan-tujuan yang ingin ducapai oleh negara”. 

2. Gazi Inayah berpendapat: 

“Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang 

ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang bersifat mengikat 

tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai 

dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk 

mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk 

memenuhi tuntunan politik keuangan bagi pemerintah”. 

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat: 

“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum 

muslim untuk mebiayai berbagai kebutuhn dan pos-pos 
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pengeluaran yang memang diwajibkanatas mereka, pada 

kondisi Baitul mal tidak ada uang/harta.
28

 

b. Karakteristik Pajak (dharibah) Menurut Syariat 

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat continu; hanya boleh 

dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di Baitul 

mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. 

Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi 

pihak yang membutuhkan (mustahiq) sedangkan pajak menurut non 

Islam adalah abadi (selamanya). 

2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 

merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang 

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 

Sedangkan pajak menurut non Islam ditunjukkan untuk seluruh warga 

tanpa membedakan agama. 

3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut 

dari non-Muslim. Sebab pajak dipungut uuntuk membiayai keperluan 

yang menjadi kewajiban kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban 

non-Muslim dengan alas an tidak boleh diskriminasi. 

4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak 

dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki 

kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan 

pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut 
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kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Muslim, kadangkal di 

pungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN 

yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan melihat objek 

(barang atau jasa) yang dikomsumsi. 

5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan 

yang diperlukan, tidak boleh lebih. 

6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut 

teori non-Muslim, tidak akan dihapuskan karena hanya itulah sumber 

pendapatan.
29

 

6. Pengertian Fiqih Siyasah 

Fiqih Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqih dan siyasah. 

Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang 

pengetian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman 

yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. 

Kata siyasah-   س يا سة  (politik) diambil dari kata سا س artinya 

memimpin atau memerintah, mengatur dan melatih. Secara terminologis 

adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada 

kemaslahatan. Jika yang dimaksud dengan siyasah ialah mengatur segenap 

urusan ummat, maka Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu 

terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi 

kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai 
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sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak 

pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.
30

 

Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa Fiqih Siyasah adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelhara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun Ibn Manzhur mendefenisikan 

siyasah ialah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia 

kepada kemaslahatan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

Fiqih Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur, hukum 

ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai 

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.
31

 

Sedangkan makna As-Siyasah pada zaman modern ini, adalah 

pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan daulah 

(negara), serta hubungan dengan dunia luar. As-Siyasah adalah ilmu tentang 

negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, 

aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya kajian 

tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam 

aturan-aturan interen tersebut.
32

 

Defenisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh diatas menghasilkan dua 

metode dalam pemberian defenisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi 

akhlak dan sosial. Kedua, metode fikih syar‟I yang memberi petunjuk bagi 
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para pemimpin dan ulil amri, berupa kaidah-kaidah dan dhawabitnya.
33

 Dan 

dengan melihat defenisi para ahli diatas dapat disimpulkan hakikat siyasah 

yaitu: 

1) Bahwa Siyasah Syar’iyah berhubungan dengan pengurusan dan 

pengaturan kehidupan manusia. 

2) Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Ulul 

amri) 

3) Tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan 

menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daf al-mafasid) 

4) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat 

syariat islam yang universal.
34

 

Dilihat dari segi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan 

tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Dan implementasi dari siyasah 

Syariah dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria  tersebut: 

a) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam 

b) Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan 

pemerintahan 

c) Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya  

d) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat 

e) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. 
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Berkenaan dengan kehidupan bernegara, al-Qur‟an dalam batas-batas 

tertentu, tidk memberikan pengertian, al-Qur‟an hanya memaktubkan tata 

nilai, demikian juga sunnah. Dikemukakan beberapa firman Allah SWT dan 

sabda Nabi SAW yang dianggap berkaitan dengan ikhwal fiqih siyasah, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dikutip dari beberapa 

pendapat ulama tentang fiqih siyasah.
35

 

1. Kemestian menyelesaikan permasalahan yang bersifat ijtihadiyah dengan 

musyawarah. Firman Allah dalam surah as-Syura ayat 38: 

هُمۡ يُنفِقُ  ا رَزَقۡنَٰ لَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمه هِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصه  ونَ  وَٱلهذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لرَِبِّ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada 

mereka”. (Q.S as-Syura: 38).
36

 

 

Dalam ayat ini Allah SWT, menjelaskan kepada kita bahwa segala 

persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat 

hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalam musyawarah 

berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara 

voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan 

menjadi solusi terbaik untuk semuanya. 

2. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. 

Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 58: 
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اسِ أَن تَحۡكُمُواْ  تِ إلَِىٰٓ أَهۡلِهَا وَإذَِا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنه نَٰ واْ ٱلَۡۡمَٰ َ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّ ۞إنِه ٱللَّه

 َ ا بَصِيرٗا  بِٲلۡعَدۡلِْۚ إنِه ٱللَّه َ كَانَ سَمِيعََۢ ا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗٓ إنِه ٱللَّه  نِعِمه

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat”. (Q.S an-Nisa‟ 58).
37

 

 

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kapada kita bahwa fiqh 

siyasyah yang harus diterapkan oleh khalifah Allah dimuka bumi ini 

adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai-nilai amanah dan 

keadilan. 

3. Kemestian menaati Allah dan Rasulullah dan Ulil Amri (Pemegang 

Kekuasaan). Firman Allah dalam surah an-Nisa‟ ayat 59: 

هَا ٱلهذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ  أيَُّ ٓ زَعۡتُمۡ فيِ  يَٰ سُولَ وَأوُْلِي ٱلَۡۡمۡرِ مِنكُمۡۖۡ فَإنِ تَنَٰ َ وَأَطِيعُواْ ٱلره ٱللَّه

لِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَ 
ِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡۡٓخِرِْۚ ذَٰ سُولِ إنِ كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٲللَّه ِ وَٱلره وهُ إلَِى ٱللَّه نُ شَيۡءٖ فَرُدُّ

 تَأۡوِيلً 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), dan jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya”  . 

(Q.S an-Nisa, 59).
38

 

 

Dalam ayat ini Allah SWT, menjelaskan kepada kita semua bahwa 

seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai 
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seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai kataatan dan 

kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. 

7. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah 

Ruang lingkup fiqih siyasah dikelompokkan menjadi tiga bagian 

pokok yaitu: 

1. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah). Bagian ini meliputi 

pengkajian tentang penetapan perundang-undangan (tasriyyah) oleh 

Lembaga legislative, peradilan (qadla’iyyah) oleh Lembaga yudikatif, dan 

administrasi pemerintah (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. 

2. Politik luar negeri (siyasah dauliyyah). Bagian ini mencakup hubungan 

keperdtaan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim 

yang bukan warga negara. Di bagian ini pula masalah politik peperangan 

(siyasah harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan 

berperang, tawanan perang, dan genjatan senjata. 

3. Politik luar negeri (siyasah dauliyyah). Bagian ini mencakup hubungan 

keperdtaan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim 

yang bukan warga negara. Di bagian ini pula masalah politik peperangan 

(siyasah harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan 

berperang, tawanan perang, dan genjatan senjata. 

4. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah), yang antara lain 

membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan 
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belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak 

public, pajak dan perbankan.
39

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Lidya De Vega, dengan judul: Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau dari 

Perspektif Fiqh Siyasah di Kota Pekanbaru Tahun 2020. Hasil 

menunjukkan bahwa dilapangan terkhususnya pada rumah makan-rumah 

makan di Kecamatan Tampan yang belum mengetahui tentang pajak 

restoran, menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang menjadi 

penyebab hambatan dalam dalam menjalankan peraturan tentang pajak 

restoran adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sumber daya 

manusia, kurangnya sosialisasi.. 

2. Salfiana, 2018 Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul: Analisis 

Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Makassar,). Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 

tingkat efektifitas pajak restoran di Kota Makassar sudah dikatakan efektif 

dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih 

dikatakan kurang baik. 

3. Siti Dinaesa Hanum Zhafarani (2016) berjudul Analisis Potensi, dan 

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Lombok Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
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potensi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran serta mengetahui 

upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk 

meningkatkan potensi pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis potensi dan analisis kontribusi pajak hotel 

dan pajak restoran. Penerimaan potensi pajak hotel dan pajak restoran di 

Kabupaten Lombok Barat tahun 2012-2015 masih rendah. Kontribusi 

pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD berada pada kategori sedang 

dengan rata-rata 24,08%. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan 

penerimaan Pajak Daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran belum 

maksimal. 

4. Elsa Erma Witantra (2015) berjudul Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah 

(Studi Kasus Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Malang). Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan 

pajak restoran di Kota Malang dan menganalisis faktor penghambat dalam 

efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas dan kontribusi 

pajak hotel. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Malang 

146,01% dan pajak restoran 111,83%. Rata-rata kontribusi pajak hotel 

6,94% dan pajak restoran 12,19%. 

5. Nur Azman dan Lena Farida 2013, berjudul Optimalisasi Pemungutan 

Pajak Restoran (Nur Azman, Lena Farida 2013) menemukan bahwa 
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Realisasi pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar meskipun memiliki kecenderungan yang semakin 

meningkat, namun secara keseluruhan realisasi tersebut bukan sepenuhnya 

murni berasal dari restoran. Padahal dilihat dari jumlah 163 restoran yang 

ada, realisasi penerimaan pajak tersebut masih kurang optimal. Di samping 

itu optimalisasi pemungutan pajak restoran mengalami hambatan dalam 

pelaksanaannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kendala yuridis, 

rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya 

sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. 

 



 

35 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) 

yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari 

sifatnya penelitian ini bersifat deksriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data-data yang bersifat deksriptif dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
40

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian dan pengumpulan 

data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini 

penulis memilih lokasi di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 

Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria 

syarat permasalahan penelitian serta adanya masalah yang menarik untuk diteliti 

dan lokasi penelitian mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti dalam 

kegiatan penelitian. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar dan masyarakat atau pemilik restoran. Sedangkaan 

yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Perda Kabupaten 
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Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah. 

D. Informasi Penelitian 

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki 

informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu 

berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang 

berjumlah 5 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan 

menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 5 orang informan. 

TABEL IV.0 

INFORMAN PENELITIAN 

No Nama Jabatan 

1 Ir. Hj. Kholidah, 

MM 

Kepala Bapenda 

Kampar 

2 Jaka Putra, SE, M.Si Sekretaris Bapenda 

Kampar 

3 Martini Husin Pemilik Rumah Makan 

Tapak Lapan 

4 Suhadi Pemilik Rumah Makan 

Takana Juo 

5 Alim Pemilik Rumah Makan 

Jaso Basamo 

 

E. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung 

dari objek penelitian yaitu penelitia terjun langsung kelapangan guna 
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melakukan observasi. Dalam hal ini data primer diperoleh dari pegawai 

Bapenda dan kepada pemilik restoran yang ada. 

b. Data sekunder adalah data yang bahannya didapat dari penelitian kepustakaan 

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur buku-buku, 

jurnal, skripsi, dan media yang terkait dengan masalah penelitian.
41

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penumpulan data yang penulis gunakan adalah: 

a. Observasi, yaitu penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengamti 

keadaan yang sebenarnya.  

b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pengajuakan beberapa 

pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung. 

c. Dokumentasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 

ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

 

G. Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Induktif, yaitu metode yang menerangkan gambaran permasalahan atau data 

dari khusus, kemudian di Tarik kesimpulan secara umum. 
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b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah 

umum, dianalisis kemudian diambul kesimpulan secara khusus. 

c. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa 

adanya terhadap masalah yang diteliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan pada bab 

sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan 

Bangkinang Kota, peraturan ini mencakup didalamnya tentang ketentuan 

umum, nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan dan tarif 

pajak, wilayah pemungutan,masa pajak,perhitungan dan saat pajak 

terutang, tata cara pemungutan dan tata cara penetapan pajak,  tata cara 

pembayaran, tata cara penagihan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi 

administratif, keberatan dan banding. Kedaluwarsa penagihan, 

pengawasan, ketentuan pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, 

sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penutup.  

2. Seiring dengan berjalannya Perda ini terdapat juga hambatan yang 

menjadikan Perda ini berjalan sebagaimana mestiya. Adapun hambatan itu 

antara lain, rendahnya kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan 

kewajibannya, lemahnya pengawasan dari Bapenda dan terbatasnya 

sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam penertiban pajak 

restoran ini. Karena hal ini maka maka akan timbul persoalan dari tentang 

pajak restoran ini karena dari kedua belah pihak baik masyarakat maupun 
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pemerintahan memiliki kekurangan dalam melaksanakan tugasnya dan 

kewajibannya. 

3. Pelaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan 

Bangkinang Kota ditinjau dari Fiqh Siyasah ada pelaksanaan yang masih 

tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqh Siyasah terutama dalam prinsip 

kemaslahatan sebab seluruh kegiatan ekonomi harus memberikan dampak 

positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga 

kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang. Persoalan ini 

haruslah sesuai dengan kaidah sumber fiqh siyasah maliyah yaitu Al-

Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan yang dibuat 

oleh ulil amri dan kebiasaan suatu daerah untuk tercapainya kemaslahatan. 

B. Saran 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan pajak 

restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar, peneliti 

dapat memberikan atau mengemukaan beberapa saran serta masukan: 

1. Untuk wajib pajak agar memiliki kejujuran yang tinggi dalam menghitung, 

menyetor dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak diharapkan tidak 

melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap 

daerah dengan penyalahgunaan alat atau penghindaran pajak. Wajib pajak 

mestinya memberikan andil dan berperan aktif dalam pencapaian 

pembangunan daerah. 
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2. Untuk instansi pengelolaan pajak rumah makan agar lebih meningkatkan 

sistem pengelolaan pajak yang dimana proses pembayaran mesti diawasi 

dengan lebih baik lagi serta memberikan pengawasan yang ketat kepada 

wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan pajak terhutangnya. 

3. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam 

penelitian ini yang dimana hanya membahas wajib pajak yang tidak 

mematuhi peraturan perpajakan dengan baik  sesuai dengan syariat islam 

tepat memenuhi kaidah fiqh siysah serta tidak melakukan penelitian secara 

mendalam mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi apabila terjadi 

masalah dalam proses pembayaran pajak restoran. Oleh sebab itu kepada 

peneliti selanjutnya agar mengisi kekosongan atau kekurangan dalam 

penelitian ini terkait dengan solusi pemerintah daerah dalam mengatasi 

masalah dalam pembayaran pajak rumah makan serta melakukan 

penelitian secara mendalam terkait dengan syarat rumah makan dikenakan 

pajak dan permasalahan lainnya terkait pajak restoran. 
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LAMPIRAN 

 

A. Pedoman Wawancara 

Dalam rangka menyelesaikan studi untuk mencapai gelar sarjana Hukum, 

maka dibuat pedomaman wawancara sebagai bentuk acuan peneliti dalam 

mendapatkan informasi dari narasumber. Adapun tujuan wawancara dan 

penelitian ini untuk melengkapi karya tulis ilmiah atau skripsi. 

Daftar Pertanyaan untuk Pegawai/staff Bapenda Kampar 

1. Bagaimana cara penentuan dan penetapan target pajak restoran di 

Bangkinang kota? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tercapainya target pajak restoran? 

3. Bagaimana sistem pelaksanaan pemungutan pajak restoran di 

Bangkinang kota? 

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak 

restoran? 

5. Bagaimana cara pembayaran pajak restoran di Kota Parepare? 

6. Bagaimana cara penanganan wajib pajak  yang tidak membayarkan 

kewajibannya? Apakah ada hambatan dalam prosesnya? 

7. Apakah ada sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak restoran 

yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Kampar? 

8. Apasaja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pajak restoran? 

9. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan 

asli daerah kota kabupaten Kampar? 

 

Daftar Pertanyaan untuk Pemilik rumah makan/restoran 

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjalankan usaha rumah makan? 

2. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk menjalankan usaha rumah makan? 

3. Berapa lama jam operasional rumah makan ini? 

4. Terkait dengan pajak restoran, apakah usaha bapak/ibu dikenai pajak 

rumah makan? Apakah bapak/ibu rutin melaporkan pajak rumah makan 

anda? Jika tidak, apakah ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah 



 
 

 
  

 

terkait pelanggaran tersebut? 

5. Bagaima prosedur pembayaran pajak rumah makan yang bapak/ibu 

jalankan? 

6. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah daerah terkait pemungutan 

pajak rumah  makan? 

7. Apakah ada keluhan dari bapak/ibu terkait dengan pengenaan pajak 

rumah  makan ini? 

8. Apakah pajak rumah makan yang bapak/ibu bayarkan membebani 

usaha yang  dijalankan? 

 

 

 

  



 
 

 
  

 

B. Dokumentasi 

1. Wawancara dengan Kepala Bapenda Kampar Ibu Ir. Hj. Kholidah, MM 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

2. Wawancara dengan Sekretaris Bapenda Kampar Bapak Jaka Putra, SE, 

M.Si 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

3. Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

4. Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan 

 

 

 

 

 

 

5. Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan 



 
 

 
  

 

 

  



 
 

 
  

 



 
 

 
  

 



 
 

 
  

 



 
 

 
  

 



 
 

 
  

 



 
 

 
  

 

 


